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As a participating member of the United Nations approved the Universal 
Declaration, Indonesia  also ratified the provisions of the Declaration of 
Human Rights and the Convention On The Elimination Off All Forms of 
Discrimination Against Women with the enactment of Law No. 7 of 1984. 
One of the conditions set forth in it is the elimination of discrimination 
against women in the field of marriage. Furthermore, the Indonesian 
government also has an obligation to implement the contents of the 
declaration in its laws and regulations. This means that Indonesia implement 
the provisions of legislation in the field of marriage law in Indonesia that are 
relevant to the content of the convention. One positive effect of marriage law 
in Indonesia is an Islamic marriage laws apply to Muslims in Indonesia who 
are the majority of Indonesia's population.  
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A. Pendahuluan 
Persoalan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan serta 
penghapusan diskriminasi terhadap perempuan sampai saat ini masih 
menjadi permasalahan dalam masyarakat dan terus diperjuangkan 
aktivis perempuan. Meskipun pada tahun 1948, Deklarasi Hak-Hak 
Asasi Manusia telah memberikan pengakuan terhadap persamaan hak 
antara laki-laki dan perempuan, namun dalam kenyataannya, setelah 
itu masih banyak terjadi perlakuan diskriminatif terhadap perempuan 
dalam berbagai bidang. Oleh karena itu kemudian disusunlah 
Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
Perempuan yang disahkan pada tahun 1979. Salah satu isi dari 
 




konvensi tersebut adalah penghapusan diskriminasi dalam bidang 
hukum keluarga, termasuk dalam bidang perkawinan. 
Sebagai salah satu negara yang ikut menyetujui Deklarasi Hak-
Hak Asasi Manusia dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi terhadap Perempuan, Indonesia juga ikut merealisasikan 
kesepakatan tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang ada 
di Indonesia. Pemerintah menyesuaikan peraturan perundang-
undangan yang sudah ada dengan Deklarasi dan Konvensi tersebut, 
membuat peraturan perundang-undangan baru merealisasikannya. 
Berdasarkan hal itu maka seharusnya peraturan perundang-undangan 
dalam bidang hukum perkawinan Islam di Indonesia juga 
mencerminkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan 
sekaligus menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. 
Tulisan ini akan membahas tentang penghapusan diskriminasi 
terhadap perempuan dalam bidang perkawinan menurut HAM, 
Convention On The Elimination Off All Forms of Discrimination 
Against Women (Kovensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi terhadap Perempuan) yang juga dikenal dengan 
singkatan CEDAW dan peraturan-peraturan hukum perkawinan Islam 
yang berlaku di Indonesia. Bagaimanakah ketentuan HAM, CEDAW 
dan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dalam masalah 
penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di bidang perkawinan? 
Selanjutnya data tulisan ini diambil dengan cara mengkaji dan 
membahas masalah    ini dari isi dari kedua bidang tersebut, yaitu:  
Pertama, dari isi Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang 
biasa disingkat dengan DUHAM dan Convention On The Elimination 
Off All Forms of Discrimination Against Women (Kovensi Mengenai 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) yang 
juga dikenal dengan singkatan CEDAW. Kedua, dari peraturan-
peraturan hukum perkawinan Islam  yang berlaku di Indonesia yaitu 
UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 
1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan 
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.  




B. Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Bidang 
Perkawinan Menurut HAM dan Hukum Perkawinan Islam di 
Indonesia.  
1. Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan dalam Bidang 
Perkawinan Menurut Hak-Hak Asasi Manusia 
a. Pengakuan Persamaan Hak Asasi Manusia dan Penghapusan 
Diskriminasi Terhadap Perempuan dalam Bidang Perkawinan 
Menurut  DUHAM 
Beberapa prinsip telah menjiwai hak-hak asasi manusia 
internasional. Prinsip-prinsip tersebut terdapat di hampir semua 
perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang 
lebih luas. Prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi dan kewajiban 
positif yang dibebankan kepada setiap negara digunakan untuk 
melindungi hak-hak tertentu (Smith, at.al., 2008: h. 39).   
Prinsip-prinsip tersebut adalah: 
1. Prinsip kesetaraan. Hal yang sangat fundamental dari hak asasi 
manusia kontemporer adalah ide meletakkan semua orang terlahir 
bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak-hak asasi manusia.  
2. Prinsip diskriminatif. Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah 
satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, 
maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain 
tindakan firmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan).  
3. Kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu. Menurut 
hukum hak asasi manusia internasional, suatu Negara tidak boleh 
sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. 
Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk 
melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhi hak-hak dan 
kebebasan-kebebasan (Dirjend. HAM  Depkum dan HAM RI, t.th.: 
h. 48). 
Berdasarkan hal tersebut maka penghapusan diskriminasi sangat 
terkait dengan adanya persamaan hak. Persamaan hak baru akan 
terwujud bila dalam pelaksanaannya tidak terjadi diskriminasi. Oleh 
karena itu disamping keharusan adanya persamaan hak, maka 
 




sekaligus seharusnya juga dilarang dan dihapuskan adanya 
diskriminasi. 
Salah satu bentuk persamaan yang diatur dalam DUHAM adalah 
persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Hal ini juga berarti 
harus ada penghapusan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. 
Persamaan hak juga harus dilakukan dalam bidang hukum.  Salah satu 
bidang penting yang terkait dengan pelaksanaan hak-hak asasi 
manusia adalah bidang hukum keluarga, termasuk bidang perkawinan.  
Kovensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
terhadap Perempuan telah merumuskan pengertian diskriminasi 
terhadap perempuan dalam pasal 1 sebagai berikut: 
“Untuk tujuan Konvensi yang sekarang ini, istilah “diskriminasi 
terhadap perempuan” berarti setiap pembedaan, pengucilan atau 
pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang 
mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau 
menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-
hak azasi manusia dan kebebasankebebasan pokok di bidang 
politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh 
kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas 
dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan (Dirjend. HAM  
Depkum dan HAM RI, t.th.: h. 1). 
 Adanya pengakuan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi 
Manusia terhadap hak-hak asasi setiap orang terdapat dalam pasal 2 
sebagai berikut:  
“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang 
tercantum dalam Deklarasi ini tanpa pembedaan dalam bentuk 
apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, 
keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan 
dan sosial, hak milik, kelahiran atau status lainnya.  Selanjutnya, 
pembedaan tidak dapat dilakukan atas dasar status politik, 
hukum atau status internasional negara atau wilayah dari mana 
seseorang berasal, baik dari negara merdeka, wilayah perwalian, 
wilayah tanpa pemerintahan sendiri, atau wilayah yang berada di 
bawah batas kedaulatan lainnya.“ (Dirjend. HAM  Depkum dan 
HAM RI, t.th.: h. 1). 




Selanjutnya dalam pasal 7 juga terdapat pengakuan atas 
persamaan dalam hukum sebagai salah satu bentuk hak asasi bagi 
setiap manusia, yaitu: “Semua orang sama di depan hukum dan berhak 
atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. 
Semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama 
terhadap diskriminasi apapun yang melanggar deklarasi ini dan 
terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut. 
“(Dirjend. HAM  Depkum dan HAM RI, t.th.: h. 2). 
Berdasarkan ketentuan kedua pasal di atas dapat dipahami 
bahwa menurut DUHAM setiap orang berhak atas semua hak dan 
kebebasan yang tercantum dalam deklarasi tersebut tanpa pembedaan 
dalam bentuk apapun, diantaranya tidak boleh ada pembedaan dari 
segi jenis kelamin. Oleh karena itu seharusnya ada persamaan hak 
antara laki-laki dan perempuan dan sebaliknya juga membawa 
konsekwensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. 
Persamaan hak dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan 
juga berlaku di dalam bidang hukum perkawinan.    
Mengenai persamaan hak dalam bidang perkawinan dan 
sekaligus penghapusan terhadap diskriminasi terhadap perempuan 
dalam bidang ini dinyatakan dalam pasal 16 Deklarasi Universal Hak-
Hak Asasi Manusia, yaitu:  
1. Laki-laki dan perempuan dewasa, tanpa ada pembatasan apapun 
berdasarkan ras, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk 
menikah dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang 
sama dalam hal perkawinan, dalam masa perkawinan dan pada saat 
berakhirnya perkawinan.  
2. Perkawinan hanya dapat dilakukan atas dasar kebebasan dan 
persetujuan penuh dari pihak yang hendak melangsungkan 
perkawinan.  
3. Keluarga merupakan satuan kelompok masyarakat yang alamiah 
dan mendasar dan berhak atas perlindungan dari masyarakat dan 
negara. (Dirjend. HAM  Depkum dan HAM RI, t.th.: h. 3).  
 




Dengan demikian HAM telah mengakui persamaan hak antara 
laki-laki dan perempuan serta menuntut penghapusan diskriminasi 
terhadap perempuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasalnya. 
Dimana dalam hal ini ketentuan-ketentuan tersebut hanya mengatur 
hal-hal pokok saja.   
 
b. Ketentuan CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi 
Terhadap Perempuan dalam Bidang Perkawinan 
Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Hak-Hak Asasi 
Manusia maka disahkanlah Konvensi dalam beberapa bidang. Salah 
Konvensi Internasional tersebut adalah Konvensi tentang Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention On 
The Elimination Off All Forms of Discrimination Against Women) 
Konvensi ini juga dikenal dengan singkatan CEDAW. “Konvensi ini 
ditetapkan dan dibuka untuk ditandatangai, diratifikasi, dan disetujui 
oleh resolusi Majelis Umum pada 18 Desember 1979. Mulai berlaku 3 
September 1981.”  (Dirjend. HAM  Depkum dan HAM RI, t.th.: h. 47).  
Pengakuan dan pengaturan tentang persamaan hak antara laki-
laki dan perempuan, perlindungan hak-hak perempuan serta  
penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum, 
termasuk dalam bidang hukum keluarga dalam Konvensi Internasional 
tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan terdapat 
dalam pasal 2, pasal 5, pasal 11 ayat 2, pasal 15 dan pasal 16 Konvensi 
Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan.  
Di dalam pasal 2 diatur tentang larangan diskriminasi terhadap 
perempuan dan upaya-upaya yang harus dilakukan negara pihak dalam 
mewujudkannya sebagaimana bunyi pasal 2 CEDAW berikut ini: 
Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap 
perempuan dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan 
dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijaksanaan 
menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan ini 
berusaha: 




a) Mencantumkan azas persamaan antara laki-laki dan perempuan 
dalam Undang-Undang Dasar nasional mereka atau perundang-
undangan yang tepat lainnya jika belum termasuk di dalamnya, 
dan untuk menjamin realisasi praktis dari azas ini, melalui hukum 
dan cara-cara lain yang tepat ; 
b) Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan 
peraturan-peraturan lainnya termasuk sanksi-sanksinya di mana 
perlu, melarang semua diskriminasi terhadap perempuan;  
c) Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan 
atas dasar yang sama dengan kaum laki-laki dan untuk menjamin 
melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan 
pemerintah lainnya, perlindungan kaum perempuan yang efektif 
terhadap setiap tindakan diskriminasi ;  
d) Tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi 
terhadap perempuan, dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat 
pemerintah dan lembaga-lembaga negara akan bertindak sesuai 
dengan kewajiban tersebut;  
e) Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus 
perlakukan diskriminasi terhadap perempuan oleh tiap orang, 
organisasi atau perusahaan;  
f) Membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan 
undang-undang, untuk mengubah dan menghapuskan undang-
undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-
praktek yang diskriminatif terhadap perempuan;  
g) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif 
terhadap perempuan. (Dirjend. HAM  Depkum dan HAM RI, t.th.: h. 
48-49). 
Selanjutnya dalam pasal 15 ayat 1 diatur kewajiban negara 
peserta untuk memberikan persamaan hak perempuan dengan laki-laki 
di muka hukum sebagaimana berikut ini: “Negara-negara peserta 
wajib memberikan kepada perempuan persamaan hak dengan laki-laki 
di muka hukum.”  (Dirjend. HAM  Depkum dan HAM RI, t.th.: h. 52). 
Berkaitan dengan perkawinan dan kehidupan keluarga, konvensi 
tersebut secara khusus menyebutkan perlindungan hak-hak perempuan 
